iTINJAUAN YURIDIS PERAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM
MENGAWASI PEREDARAN PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN YANG DIPASARKAN
SECARA ONLINE DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BEAUTY INFLUENCER
DAN PELAKU USAHA DALAM HAL TERJADINYA PROMOSI PRODUK YANG
MENGANDUNG INFORMASI MENYESATKAN

Mustika Ayu Fangestu
1587041

ABSTRAK

Transaksi perdagangan kini tidak lagi membutuhkan pertemuan langsung antara penjual
dan pembeli. Mulai dari pengenalan objek atau barang, penawaran, pemesanan, pembayaran
transaksi dan pengiriman barang dapat dilakukan melalui sarana internet. Para pelaku usaha
menggunakan media sosial sebagai salah satu tempat untuk melakukan promosi dengan
menggunakan jasa product endorser. Salah satu product endorser yang melakukan promosi
produk kosmetik adalah beauty influencer berdasarkan perjanjian kerja sama endorse. Dalam
proses promosi ini pelaku usaha dan beauty Influencer yang tidak memiliki itikad baik, tidak akan
memperhatikan bahwa produk kosmetik tersebut tidak memiliki izin BPOM. Maka produk yang
dipasarkan tersebut tidak memenuhi standar. Selain itu, beauty influencer dalam melakukan
promosi produk kerap kali memberikan informasi yang menyesatkan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif
analitis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang — undangan dan
pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literatur
perundang — undangan dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pengawasan oleh BPOM masih kurang efektif
dalam hal mengawasi produk kosmetik yang dipasarkan secara online. Selain itu, terlalu
mudahnya syarat pelaku usaha untuk dapat melakukan penjualan produk melalui media sosial
menyebabkan banyaknya produk tanpa izin BPOM dan tidak sesuai strandar beredar di pasaran.
Sedangkan dalam hal promosi, masih terdapat banyak beauty influencer yang melakukan promosi
yang mengandung informasi yang menyesatkan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis
menyarankan pemerintah sebaiknya lebih tanggap dalam mengawasi produk kosmetik yang
dipasarkan secara online, dan mengkaji secara mendalam peraturan mengenai promosi secara
online ini. Pelaku usaha dan beauty influencer diharapkan lebih teliti terhadap standar produk
sesuai dengan yang ditentukan. Masyarakat dihadapkan lebih teliti sebelum membeli produk dan
lebih aktif dalam hal melakukan pengaduan apabila mendapati produk yang tidak sesuai dengan
standar.
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ABSTRACT

Trade transaction no longer requires direct meetings between sellers and buyers. The
introduction of objects or goods, offers, bookings, payment transactions, and shipping can be done
through internet facilities. The business owner use social media as one of the places for promotion
by using the services of product endorser. Product endorser who promotes cosmetic products is a
beauty influencer based on an endorsement cooperation agreement. In the process of this
promaotion, business owner and beauty influencers who do not have a good faith, will not notice
that these cosmetic products does not have the permission of the Food and Drug Supervisory
Agency (BPOM) or not in accordance with applicable standards. In this case, the product being
marketed is not guaranteed in terms of security. Additionally, beauty influencers often make
misleading information when doing promoting on social media.

In this research, the author applies a normative juridical approach method. The type of
research that the author applies is qualitative research with descriptive analytical research. The
author uses the legislation approach and the case approach. The data collection technique that
the author uses are the study of legislation literature and. interviews.

The results of the research showed that the supervision process by BPOM is still less
effective in terms of supervising cosmetic products that are marketed online. In addition, the
overly easy requirement of business owner to be able to sell their products through social media
resulted in many products sold without BPOM’s permission and does not match the standards on
the market. Meanwhile, in terms of promotion, there are still a lot of beauty influencers who
misleading information. Based on the results of the research, the authors suggest the government
should be more responsive in supervising cosmetic products that are marketed online, and conduct
in the depth review of regulations regarding this online promotion. The business owner and beauty
influencers are expected to be more careful about the product standards according to what have
been determined. People are expected to be more careful before buying products, and more active
in term of making complains when they find products that are not in accordance with the
standards.
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